
3. Undang--Undang Nomor 17 Tah un 2003 tcntang Kcuarigan 
Negara (Lem ba ra n Negara Tahun 200:1 Nornor 4 7, 
Tamba han Lernbaran Ncgaru Nornor 4286); 

4. Undarig-Undang Nomor Tahun 2004 tcru ang 
1- :l t ( L l N 'f 1.. ) o l·.)4 Pcrbe nc a naraan Negara cmuaran cgara anun - 

Nornor ~, Tambahun Lcrnba ra n Negara Nornor 4355); 

l. Undang-Undang Nomor 
Pembcntukan Kabupaten 
Su bang; 

2. Undang--Undang Nomor 28 Tah un 1999 tcruang 
Pcnyclcnggaru Negara Yang Bcrsih dan Be bas dari 
Korupsi, Kolusi clan Ncpotisrne (Lcrnbaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, Tarnba han Lernbaran Negara Nomor 

~3851 ); 

4 Tahun 1968 ten tang 
Purwakarta da n Kabupaicn 

a. bahwa dalarn Pasal 134 ayat (4) Pcrat ura n Mentcri Dalarn 
Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan 
Pengclolaan Kcuangan · Dacrah scbagairnana Lelah diubah 
beberapa kali dcngan Peraturan Mcrucri Dalarn Negcri 
Nomor 21 Tah un 20] 1 tcntang Perubahan Kcdua alas 
Pcrai.uran Menter! Dalam Negcri Nornor 13 Tahun 2006 
tcnt.ang Pcdornan Pcngclolaan Kcuarigan Dacrah, tat.a cara 
pcrnbcrian dan pcrtanggurigjawa ban bclanja t.idak tcrduga 
untuk tanggap darurat ditetapkan dalarn Perat.uran 
Bupati; 

b. bahwa bcrda sar ka n pertirnbangan scbagairnuna dirna ksud 
h u ruf a di a tas, maka Tata Cara Pernbcrian da n 
Pcrta nggungjawaban Bclanja Tidak Tcrduga Untuk 
Tanggap Da ru ra t pcrlu d itctapk an dcrigan Pe-ra t uru n 
Bu pat.i Subang. 

BUPATI SUBANG, 

01-;:NGAN RAH MAT TUHJ\N YANG MAHA ESA 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BELANJA TIDAK Tf~l<DUGA UNTUK TANGGAP DAF~URAT 

PERATURAN BUPATI SUBANG 

NOMOR 23 TAH UN 2013 

Mcngingat. 

!\ii c n i rn bang 
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6. Un.dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung .Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 66, 
Tarnbahan Lcrnbaran Negara Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tcntang 
Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang pemerintahan Daerah(Lcmbaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 108, Tarnbahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nornor 4548); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana [Lernbaran Negara Tah un 2007 
Nornor 66); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 
4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 
Pedornan Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4593); 

1 L Peraturan Pcrncriruah Nornor 8 Tahuri 2006 tentang 
Pclaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lcmbaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan 
Lernbara Negara Nomor 4614); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagairnana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 201 l 
tcntang Perubahan Kedua alas Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan 
Pengclolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 
2008 tentang .Organisasi Perangkat Daerah Kabupateri 
Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 
2008 Nomor 4 l: 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten 
SubarigTahun 2008 Nomor 5); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Subarig Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Pokok - Pokok Perigelolaan Keuangan 
Daerah (Lernbaran Daerah Nomor 02 Tahun 2009); 

16. Peraturan Dacrah Kabupaterr Su bang Nornor 4 Tahun 
2013 ten tang Per ubahan Alas Peraturan Dae rah 
Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tcntang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Dae rah adalah Kabupaten Subang. 
Bupati adalah Bupati Subang. 

Pernerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur pcnyelenggara pemerintahan daerah; 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Su bang. 

Ketua Tim Anggarn Pemerintah Daerah disingkat Ketua 
Tim TAPD adalah Sekretaris Daerah yang mcmpunyai 
tugas menyusun kebijakkan umum APBD 

6. Rekening Kas Umum Dacrah adalah rekening t.empat 
penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penenmaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditctapkan. 

7. Pejabat Pengclola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola 
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala 
SKPKD yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah 
yang selanjutnya disingkat BUD . 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
SKPD adalah Satuan Kcrja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupatcn Subang. 

9. Sat la k PBP Kabupatcn Subang adalah Satuan Pclaksaria 
Perianggulangan Bcncana dan Penanggulangan Perigungsi 
Kabupatcn Subang. 

10. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan 
yang ditetapkan oleh Pcrnerintah Daerah untuk jangka 
waktu tertentu atas dasar rekornendasi Satlak PBP yang 
diberi tugas untuk menanggulangi bencana. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK 
TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT 

MEMUTUSKAN: 

17. Pera tu ran Bupati Su bang Nomor 35 Tahun 2012 ten tang 
Pembcntukan Satuan Pelaksana Penanggulangan 
Bencana dan Penanggulangan Pengungsi (SATLAK PBP) 
Kabupaten Subang. 

J 

1. 

2. 
3. ,,,,... ...... ,, 

4. 

5. 

Menctapkan 



Pasal 2 

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang 
sifatnya tidak bia sa atau tidak diharapkan berulang sepcrti : 

( 1) Pcnanggulangan bencana alam, bcncana non-alam, 

BAB II 
RU ANG LING KUP 

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alarn dan/ atau faktor nonalam maupun faktor 
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
mariusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 
dan dampak sikologis. 

12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 
mcletus, banjir, kekcringan, angin topan, dan tanah 
longsor. 

13. Bencana non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau rangkaian perist.iwa nori-alam antara lain 
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan 
wabah penyakit. 

14. Bcncana Sosial adalah bcncana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibat kan olch 
manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau 
a ntar komunitas masyarakat, dan teror. 

15. Pcnyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 
serangkaian upaya yang rneliputi penetapan kebijakan 
pembangunan yang berisiko timbulnya bcncana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan dcngan scgera pada saat kejadian bcncaria 
untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang 
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, 
harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pcmulihan 
prasarana dan sarana. 

17. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang 
mcnderita atau mcninggal dunia akibat bencana. , 

18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang 
tcrpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk 
jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak 
buruk bcncana 

1 g_ Bantuan darurat bencana adalah upaya mernberikan 
bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat 
keadaan darurat, 

4 



Pasal6 
Pengembalian ata s kelebihan pencrimaan daerah tah un-rah un 
sebelumnya sebagaimana pasal 2 ayat (3) mcncakup : 

(I) Pengembalian kelebihan pen en ma an daerah tahun 
sebelumnya; 

12) Periaembalian dana transfer yang tidak tercalisasikan baik 

Pasal 5 
Belanja untuk keperluan mendcsak sebagaimana pasal 2 ayat 
(2) mencakup : 

( 1) Program dan kegiat.an pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 
berjalan seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial 
dan fasilitas umurn yang layak serta mengembangkan 
sistern jaminan sosial; 

(2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila di tunda akan 
mcnimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pernerintah 
dacrah dan masyarakat sepcrti pembangunan tanggul, 
jalan atau jernbatan sernentara akibat bencana banjir, 
longsor, sunami, gunung meletus atau bencana alam 
lainnya, peralatan dan obat-obatan untuk pernberantasan 
wabah pcnyekit menular, peralatan evakuasi korban 
bencana. 

Belanja kebutuhan tanggap darurat bericana sebagaimana 
pasal 2 ayat ( 1) digunakan untuk Penyelamat.an korban 
bencana, Pcrtolongan darurat, Evakuasi korban bencana, 
Kebutuhan air bersih dan sanitasi, Pangan, Sandang, 
Pclayanan kesehatan Penampungan serta tempat hunian 
sementara. 

Pasal4 

BAB !If 
KRlTERIA 

(3) Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; 
(4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kcadaan 
darurat 

dari aktivitas 
diprediksikan 

kcgiatan normal 
dan tidak dapat 

( 1) Bukan merupakan 
Pernerin tah Daerah 
scbclurnnya: 

(2) Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

Pasal 3 
Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan 
berulang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 harus 
mcmenuhi kctentuan sebagai berikut : 

5 
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Pasal 13 

Untuk pengajuan pcngembalian atas kelebihan pcnerimaan 
daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3} kepala 
SKPD menyampaikan Surat perrnohonan pengernbalian alas 
kelebihan penenrnaan daerah kepada BUD dengan 

Bagian kedua 

Pasal 12 
Petunjuk teknis serta mekanisme pcmbuatan berkas larnpiran 
sebagaimana pasal 7 diatas rnengacu pada perbup satlak PBP. 

Pasal 11 

Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan 
bericana bertanggung jawab secara Iisik dan · keuangan 
terhadap penggunaan belanja tanggap darurat bericana yang 
dikelolanya; 

Pasal 10 

Penggunaan belanja tanggap darurat bencana dicatat pada 
Buku Ka s Umurn tersendiri oleh Bcndahara Pengeluaran pada 
SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; 

Pasal9 
Pencairan belanja tidak terduga sebagairnana pasal 8 
dilakukan dengan rnekanisrne LS dan discrahkan kepada SKPD 
berdasarkan Surat Keputusan Bupati; 

Pasal8 
PPKD selaku BUD mencairkan dana tidak terduga kepada 
SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
permohonan pcncairan dana dari satlak PBP dengan ketentuan 
berkas sudah 1engkap dan apabila berkas tidak lengkap dapat 
dikernbalikan untuk di lengkapi. 

Pasal 7 

Pengajuan pencairan dana sebagairnana dirnaksud pada pasal 
2 ayat ( 1) dan (2), dilaksanakan oleh Satlak PBP yang 
disarnpaikan kcpada BUD dengan melarnpirkan : 

( 1) Laporan Kejadian; · 
(2) Serita Acara Survey Lapangan; 
(3) Rencana Kebutuhan Belanja (RKBJ; 
(4) Surat Pernyataan Darurat; 
(5) Surat Keputusan Bupati. 

BAB IV 
TATA CARA PENATAUSAHAAN 

Bagian Pertama 
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BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 19 

Pasal 18 
Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
ayat (3) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh pcnerima 
belanja tidak terduga selaku objek pemet iksaan. 

Pasal 17 
SKPD Pcnerima belanja tidak terduga bertanggung jawab 
secara formal dan material atas penggunaan belanja tidak 
tcrduga yang diterirnanya adapun pertanggungjawaban SKPD 
penerima belanja tidak terduga rneliputi : 

( 1) Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga 
(2) Bukti-Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 

peraturan perundang-undangan 
(3) Pernyataan tanggung jawab atas belanja 

Pasal 16 
Apabila dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
diterimanya uang, terdapat sisa dana bantuan belum 
dimanfaatkan, rnaka dana tersebut harus disetor ke rekening 
Kas Umum Daerah. kecuali pekerjaan yang mernbutuhkan 
waktu lebih dari 1 (satu) bulan agar menyampaikan laporan 
kernajuan pekerjaan dalarn bulan pertarna dan menyampaikan 
laporan atas tenggang waktu penyelesaiaan pekerjaan tersebut. 

Pasal 15 
SKPD Penerirna belanja tidak terduga menyampaikan laporan 
penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati rnelalui 
PPKD. 

BABV 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA 

(1) PPKD selaku BUD mencairkan dana tidak terduga 
pengernbalian kelebihan penerimaan daerah kepada 
pihak yang di tunjuk dalarn surat keputusan Bupati 

(2) Pencairan dana kelebihan penerimaan daerah dilakukan 
dengan mekanisrne LS; 

(3) Pertanggungjawaban atas bukti-bukti yang sah atas 
pengembalian kelebihan penenmaan daerah 
disampaikan oleh kepala SKPD kepada PPKD 
dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab. 

Pasal 14 

Untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah PPKD 
selaku BUD mencairkan dana tidak terduga kepada pihak 
yang di tunjuk berdasarkan surat keputusan Bupati dengan 
mekanisme: 
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NOMOR 23 

KHHMAN, M.Si 
14 198503 1 009 .. .....-....._ 

Diundangkan di Subang 
pada tanggal 29 Oktober 2013 

4.0JANG SOHANDI 

Pasal 21 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Subang. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Subang berkenaan. 
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